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KATA PENGANTAR

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2021 tidak dapat
dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal tersebut mengingat situasi dan
kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol) Sekretariat Kabinet
berkesempatan menyelenggarakan FKP Tahun 2022 dengan mengusung tema:
Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah: “Bukan
Sekedar Obrolan Biasa”, yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort &
Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

FKP ini dilaksanakan menggunakan metode Rapat Koordinasi yakni dalam
bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), dimana peserta saling memberikan
pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. FKP
dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan penyampaian
laporan Asdep Humas dan Protokol sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di
lingkungan Sekretariat Kabinet, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para
narasumber terkait tema FKP, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu
oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Asdep Humas dan Protokol.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam FKP ini membuat peserta dapat saling
memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.
Peserta FKP terdiri dari internal dan eksternal penyelenggara pelayanan publik,
akademisi, dan praktisi siniar.

Laporan Pelaksanaan FKP ini disusun untuk memberikan gambaran atas
pelaksanaan reformasi birokrasi terkait evaluasi pelayanan publik dan pengelolaan
pengaduan masyarakat pada Asdep Humas dan Protokol.

Jakarta,      Agustus 2022

Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol,

Said Muhidin
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten

Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan

Protokol) menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain pengelolaan

hubungan kemasyarakatan dan strategi komunikasi, peliputan, pengolahan

informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan

kabinet dan Sekretariat Kabinet (Setkab), serta pengelolaan media dan

penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan

Setkab, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Asdep Humas dan Protokol

merasa perlu untuk terus memperluas cakupan diseminasi melalui jenis konten

maupun media penyebarluasan yang baru. Untuk itu, pada tahun 2022 ini

Asdep Humas dan Protokol berinovasi dan menginisiasi pembuatan siniar atau

podcast resmi bernama Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab) yang tayang

perdana pada 4 Februari 2022. Berbeda dengan konten publikasi Setkab

lainnya, Podkabs dikemas dalam bincang-bincang santai dan ringan mengenai

berbagai topik seputar kebijakan pemerintah, isu hangat yang berkembang di

masyarakat, serta sisi lain dari pemerintahan dengan menghadirkan berbagai

narasumber. Dengan adanya Podkabs diharapkan komunikasi publik

pemerintahan dapat lebih diterima oleh berbagai lapisan masyarakat

khususnya generasi muda yang akan menjadi aktor kunci dalam mewujudkan

cita-cita Indonesia maju di tahun 2045.

Hingga Juli 2022, Podkabs yang tayang sekali dalam sebulan ini sudah

memiliki lima episode. Kelima episode tersebut menghadirkan narasumber

para anggota Kabinet Indonesia Maju, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono

Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono,

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang
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Puspayoga, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Hadi Tjahjanto.

Layaknya sebuah inovasi, pengembangan dan penyempurnaan adalah

hal yang mutlak diperlukan agar pemanfaatan Podkabs dalam dioptimalkan

sebagai sarana komunikasi publik pemerintah dan Setkab. Setiap episode

selalu dievaluasi baik dari aspek teknis maupun strategis. Kritik dan saran dari

berbagai pihak baik internal maupun eksternal pun menjadi salah satu unsur

penting dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan Podkabs. Kritik dan

saran tersebut dapat berasal dari masyarakat, kementerian/lembaga terkait,

praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu aspek yang perlu ditingkatkan

adalah kapasitas dan kapabilitas pemandu siniar atau host yang merupakan

salah satu aktor kunci untuk suksesnya sebuah siniar. Tak hanya mengajukan

pertanyaan yang sudah disiapkan, pemandu siniar diharapkan dapat secara

kreatif mengembangkan diskusi dan menggali informasi lebih lanjut

berdasarkan jawaban dari narasumber. Selain itu, pemandu siniar juga

diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menghidupkan

suasana serta secara cerdas menyikapi berbagai situasi yang dapat terjadi di

tengah siniar.

Agar dapat mengoptimalkan Podkabs sebagai sarana komunikasi

publik, tentunya tak hanya pemandu siniar yang harus meningkatkan kapasitas

dan kapabilitasnya melainkan seluruh komponen yang terlibat dalam Podkabs

mulai dari riset, produksi, hingga publikasi dan pemantauan. Sejumlah

pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan antara lain mengenai

strategi komunikasi publik melalui siniar, menggali ide kreatif, penulisan

naskah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang relevan, teknik

pengambilan video dan audio, penyuntingan, manajemen produksi, hingga trik

promosi dan publikasi.

Dengan memperhatikan kebutuhan dalam upaya mengoptimalkan

pemanfaatan Podkabs dalam komunikasi publik Setkab dan pemerintah pada

umumnya, Asdep Humas dan Protokol telah menyelenggarakan sebuah Forum
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Konsultasi Publik (FKP) dengan metode rapat koordinasi yang dikemas dalam

bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), dengan mengundang

stakeholders terkait yakni praktisi dan akademisi di bidang siniar dan strategi

komunikasi publik. Selain itu, diskusi juga menghadirkan perwakilan dari

kementerian yang pernah menjadi narasumber di Podkabs atau memiliki siniar

resmi. Melalui penyelenggaraan forum ini juga diharapkan agar seluruh

komponen yang terlibat di dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik

terutama Podkabs mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta

masukan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran

masing-masing dalam upaya mengoptimalkan Podkabs sebagai sarana

komunikasi publik Setkab dan pemerintah.

Hasil pelaksanaan kegiatan FKP ini kemudian dituangkan dalam

laporan yang tersaji berikut ini.

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
a. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud terselenggaranya kegiatan FKP ini adalah meningkatnya

kinerja reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan pengaduan
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masyarakat yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan

Kemasyarakatan dan Protokol.

Sedangkan tujuan FKP, yaitu:

1. Merumuskan strategi komunikasi pemerintah guna mendapatkan saran dan
masukan dari para pemangku kepentingan pada Asisten Deputi Bidang
Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

2. Menjadikan obrolan di dalam Podkabs tak hanya ringan dan santai namun
juga kaya informasi dan nilai mengenai program dan kerja pemerintah, isu
hangat di tengah masyarakat, serta sisi lain dari kabinet pemerintahan.

3. Meningkatkan jangkauan Podkabs.
4. Meningkatnya tanggapan atau feedback positif masyarakat di setiap

penayangan Podkabs.
5. Meningkatkan rekognisi dan citra Setkab serta kabinet pemerintahan di

tengah masyarakat.
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BAB II
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Analisis Masalah.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 dengan tema:

Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah:
“Bukan Sekedar Obrolan Biasa”, menghasilkan beberapa rekomendasi

penting untuk peningkatan layanan publik kehumasan pemerintah terkait tema

FKP tahun 2022 yang terangkum menjadi 5 (lima) poin penting, sebagai

berikut:

1) Podkabs dapat diarahkan menjadi sarana komunikasi publik Setkab yang

strategis karena sangat berpotensi untuk diterima oleh berbagai kalangan

masyarakat. Untuk itu, brand awareness Podkabs dan Setkab harus terus

diperkuat.

2) Nilai dasar yang harus ditanamkan adalah bahwa siniar adalah tentang

pendengar sehingga informasi yang disampaikan melalui siniar harus

relevan dan bermanfaat bagi pendengar.

3) Saran dan masukan dari para narasumber dan peserta akan diadopsi dan

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan

Podkabs, terutama dari sisi peningkatan performa pemandu siniar,

penataan konsep yang lebih mengedepankan sisi humanis, durasi,

promosi, dan penyuntingan.

4) Perlu dilakukan survei yang lebih mendalam tentang performa Podkabs

ke berbagai kalangan, tidak hanya institusi pemerintah, agar diperoleh

hasil yang lebih komprehensif.

5) Perlu pelatihan lebih lanjut secara spesifik terhadap berbagai aspek siniar,

seperti pelatihan menjadi pemandu siniar, pelatihan penyuntingan,

pelatihan pembuatan skrip, dan lainnya.

Dari kelima poin rekomendasi tersebut, Asdep Humas dan Protokol

kemudian merumuskannya menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti

dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) Asdep Humas dan Protokol , sebagai berikut:
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1. Kekuatan (Strengths).
Kekuatan Asdep Humas dan Protokol berkaitan erat dengan

potensi strategis Asdep Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya terkait hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan

keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Sekretaris Kabinet.

Kekuatan yang pertama adalah, Peran dan Kedudukan Strategis

Asdep Humas dan Protokol. Asdep Humas dan Protokol memiliki peran

dan kedudukan yang sangat strategis khususnya dalam melaksanakan

hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Selama kurun waktu tahun 2019-2022, Asdep Humas dan Protokol telah

melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna dilakukan diseminasi

informasi yang akurat dan berimbang terkait program dan kebijakan

pemerintah baik melalui website Sekretariat Kabinet maupun melalui

media sosial yang dikelola Sekretariat Kabinet.

Kekuatan yang kedua adalah, Komitmen Pimpinan yang Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Humas dan Protokol

didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat,

inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen

kabinet Sekretariat Kabinet, serta terus melakukan upaya-upaya

peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang

berkelanjutan.

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di

lingkungan Asdep Humas dan Protokol tergambar dalam keterlibatan aktif

dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan

program dan kegiatan untuk penataan, penyempurnaan, maupun

peningkatan 8 (delapan) area perubahan, yakni peraturan

perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya

manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang

mendasari semua perubahan tersebut yakni perubahan pola pikir dan

paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan

program reformasi birokrasi (quick win).
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Dalam peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan,

Asdep Humas dan Protokol juga melakukan pengembangan dan

pemutakhiran sistem dan inovasi secara berkelanjutan seperti

pembangunan dan pengelolaan Podkabs yang menghadirkan

narasumber Menteri. Hal tersebut tentunya untuk menghasilkan outcome

yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan

dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet.

2. Kelemahan (Weaknesses).
Di samping kekuatan-kekuatan yang menjadikan Asdep Humas

dan Protokol sebagai unit kerja yang Berwibawa, Andal, dan Terdepan

dalam Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan

Wakil Presiden untuk Mewujudkan Kehumasan dan Keprotokolan

Sekretariat Kabinet yang Berkualitas, Asdep Humas dan Protokol juga

perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada

untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut

yaitu:

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan  Sistem dan Teknologi Informasi.

Upaya penerapan e-government dalam pengelolaan tugas dan

fungsi manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan

Protokol telah turut membantu dalam membangun dan

mengembangkan sistem dan teknologi informasi guna mendukung

kelancaran dalam pelayanannya. Sistem informasi yang telah

dibangun dan dikembangkan yakni pewajahan website setkab.go.id

menjadi “milenial dan berwibawa” serta pengelolaan media sosial

seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter yang semakin

berkembang, di samping juga pengelolaan Podkabs.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan

pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk

penerapan e-government tetapi masih dirasakan bahwa pemanfaatan

sistem dan teknologi informasi tersebut dirasakan belum optimal.

Dalam hal ini para pemangku kepentingan belum sepenuhnya

memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai sebuah kebutuhan.

Selain itu, juga perlu mendorong seluruh pegawai di lingkungan

Asdep Humas dan Protokol untuk memanfaatkan sistem dan
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teknologi informasi yang sudah dibangun, dikembangkan, dan

disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM).

Pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol dalam

manajemen kabinet Sekretariat Kabinet harus didukung SDM yang

memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas,

SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan

dari pengembangan kapasitas (capacity building). Pengembangan

kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan

kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja harus

dilakukan agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang

cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas

dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan

manajemen kabinet Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, agar menjadi organisasi yang maju dan dapat

beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Asdep Humas dan

Protokol harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi

SDM yang kuat dan proporsional sehingga mampu untuk mengatasi

permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam

pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol.

c. Dukungan Sarana dan Prasarana Belum Sesuai dengan Kebutuhan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan

tugas dan fungsi mutlak dibutuhkan. Sarana dan prasarana memiliki

arti sebagai seperangkat alat yang bisa digunakan untuk mendukung

keberlangsungan suatu kegiatan. Seperangkat alat yang digunakan

untuk kelancaran kegiatan ini dapat mempermudah untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dari suatu penyelenggaraan kegiatan.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dapat juga ditentukan

karena adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan juga prasarana tidak hanya meliputi barang atau benda
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saja tetapi juga dapat meliputi tempat atau bahkan ruangan yang bisa

mendukung kelancaran kegiatan seperti ruangan Podkabs yang

memadai terlebih kegiatan Podkabs menghadirkan narasumber

Menteri.

d. Belum Optimalnya Pengenalan Tugas dan Fungsi Organisasi.

Salah satu tugas Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang

Dukungan Kerja Kabinet adalah menyelenggarakan forum

pengambilan kebijakan dalam bentuk sidang kabinet, rapat, atau

pertemuan yang dipimpin dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Namun demikian, peran dan eksistensi dalam menjalankan

tugas tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh para pemangku

kepentingan sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi

Bidang Dukungan Kerja Kabinet tersebut belum menunjukkan hasil

yang efektif dan optimal. Hal tersebut disebabkan sosialisasi tugas

dan fungsi organisasi belum terkomunikasikan dan dipahami oleh

Kementerian/Lembaga serta masyarakat dan para pemangku

kepentingan lainnya secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman strategis tugas dan

fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

dalam forum pengambilan kebijakan maka diperlukan strategi

komunikasi publik pemerintah untuk menyampaikan pentingnya

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang

Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen

kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga

terbentuk citra dan reputasi yang baik dari masyarakat dan para

pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, peran digital Public

Relation (PR) melalui Podkabs dapat menjadi salah satu upaya untuk

memperkenalkan peran strategis dari Sekretariat Kabinet c.q Deputi

Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada masyarakat.

Digital PR dapat dilakukan melalui media digital dan media

sosial sebagai saluran yang kuat bagi masyarakat dan pemangku

kepentingan. Selain itu, pengembangan sosialisasi tugas dan fungsi

organisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat

koordinasi, kerja sama, maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan
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terbangunnya image organisasi, diharapkan pelaksanaan tugas dan

fungsi serta eksistensi Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja

di lingkungan Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja

Kabinet yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagaimana tersebut

di atas, dapat menjadi lebih dikenal, optimal, dan berwibawa.

3. Peluang (Opportunities).

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih

memberikan peluang-peluang yang memungkinkan Asdep Humas dan

Protokol untuk berkembang. Peluang tersebut antara lain website

Sekretariat Kabinet sebagai Rujukan Media Informasi Nasional. Secara

rutin website Sekretariat Kabinet (setkab.go.id) yang dikelola oleh Asdep

Humas dan Protokol senantiasa mempublikasikan berita atau artikel yang

memuat program dan kebijakan pemerintah, baik yang berasal dari hasil

sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden

maupun yang berasal dari Kementerian/Lembaga.

Website Sekretariat Kabinet, sebagai media yang digunakan

Sekretariat Kabinet menyediakan dan menyampaikan data dan informasi,

diantaranya terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, baik kegiatan

penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, maupun kegiatan pertemuan

lainnya yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, dan menyampaikan

data dan informasi kegiatan kabinet. Selama ini website Sekretariat

Kabinet telah menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga,

masyarakat, dan media/jurnalis nasional untuk mendapatkan informasi

terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden

maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat.

Peluang lainnya adalah Kerja Sama dengan Mitra Kerja. Dalam

memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep

Humas dan Protokol berperan secara aktif dan memiliki peluang untuk

dapat berkolaborasi ataupun kerja sama dengan mitra kerja baik dengan

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga

lainnya. Peluang membuka jaringan kerja sama tersebut sangat

dimungkinkan mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya

yang bersifat internal di lingkungan Asdep Humas dan Protokol. Dengan

demikian, melalui berbagai kerja sama dengan mitra diharapkan
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pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengalami kelambanan, rumit, dan

berbelit-belit dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.

4. Ancaman (Threats).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disamping banyaknya

peluang-peluang yang tercipta, Asdep Humas dan Protokol juga memiliki

ancaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman

yang timbul yaitu:

a. Sasaran terhadap Isu Negatif dan Berita Hoaks.

Salah satu dampak dari era internet yaitu menghadirkan

berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat

akan data dan informasi. Namun, dampak lain dari internet juga

membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita

bohong (hoaks) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik.

Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan

kebencian, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa.

Kritik dan hoaks menjadi perhatian utama pemerintah,

khususnya Asdep Humas dan Protokol yang mengelola website dan

media sosial Sekretariat Kabinet, mengingat dampak negatif yang

ditimbulkan tidak kecil. Untuk menjawab isu sensitif dan

meng-counter hoaks, Asdep Humas dan Protokol melakukan

berbagai upaya dengan segera mengklarifikasi berita bohong (hoaks)

atau dengan kata lain informasi harus dilawan dengan informasi.

Asdep Humas dan Protokol bekerja sama dengan stakeholders

terkait dan melalui kanal media sosial yang dimiliki secara aktif

melawan dan meredam ancaman penyebaran hoaks dengan

menjawab dan meluruskan isu negatif yang menyudutkan pemerintah

yaitu dengan membumikan dan menyosialisasikan keberhasilan

program dan kebijakan pemerintah secara masif, terutama dengan

pengelolaan siniar melalui Podkabs.

b. Belum Optimalnya Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan visi dan misi tidak

semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan

Protokol semata, melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran
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dan kontribusi pemangku kepentingan. Keberhasilan, peran aktif dan

kontribusi Asdep Humas dan Protokol dalam keseluruhan aktivitas

tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama Asdep Humas

dan Protokol dengan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan

para pemangku kepentingan dilakukan dengan mengedepankan

kepentingan bersama dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan manajemen kabinet

Sekretariat Kabinet yang dilakukan Asdep Humas dan Protokol,

keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan

terkait yang apabila masih kurang mendukung, kurang optimal dalam

bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang diamanatkan

dan masih bertindak ego sektoral, maka hal tersebut dapat menjadi

ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen

kabinet Sekretariat Kabinet, terlebih lagi dalam memberikan

pelayanan prima kepada Presiden dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Oleh karena itu, harus dilakukan penguatan kerja sama yang

dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di

antara pemangku kepentingan dalam menghadapi kerja Presiden

yang sangat dinamis serta adanya masalah kurang koordinasi dan

kerja sama yang baik antarkementerian/lembaga, antar pemerintah

pusat dan daerah, maupun masalah ego sektor dan tumpang tindih.

Menyikapi hal tersebut, agar tidak menjadi ancaman maka Asdep

Humas dan Protokol secara berkala dan terus-menerus melakukan

kerja sama maupun rapat koordinasi dengan berbagai stakeholders

terkait dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan

pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya adalah, agar dengan kerja

sama yang intensif dapat memberikan dukungan pelayanan prima

kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan serta

masyarakat.
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2.2. Pelaksanaan.
2.2.1. Pra Pelaksanaan.

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik.
Penyelenggaraan FKP yang diselenggarakaan Asdep Humas dan

Protokol diawali dengan membentuk Tim/Panitia FKP Diskusi Kelompok

Terpumpun (DKT) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2022, yang susunan

keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan Asdep

Humas dan Protokol.

b. Tema Forum Konsultasi Publik.

FKP Tahun 2022 mengusung tema: Optimalisasi Pemanfaatan Siniar
Dalam Komunikasi Publik Pemerintah: “Bukan Sekedar Obrolan
Biasa”.

c. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik.

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi

pertukaran opini secara partisipatif antara Asdep Humas dan Protokol

sebagai unit penyelenggara layanan publik dengan para pemangku

kepentingan untuk membahas Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam

Komunikasi Publik Pemerintah.

d. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Bentuk penyelenggaraan FKP adalah tatap muka.

e. Pihak yang Terlibat.

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

1. Akademisi yakni Dosen Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia,
pakar komunikasi publik, serta pakar dan peneliti siniar.

2. Ahli/Praktisi yaitu Ronal Surapradja (Praktisi Pemandu siniar,
pengajar, presenter, penyiar radio, aktor, dan pemilik studio produksi
rekaman) dan Sogi Indra Dhuaja (Praktisi Komisaris Podkesmas Asia
Network, talent manager Podkesmas, penyiar radio, aktor, dan
presenter).

3. Penyelenggara layanan yaitu Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol.
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4. Anggota Komunitas Digital Setkab (KDS) yang merupakan
representasi dari unit kerja dalam mendukung kehumasan Setkab;

5. Perwakilan kementerian yang pernah menjadi narasumber Podkabs
atau memiliki siniar resmi;

6. Perwakilan humas dari lembaga kepresidenan;
7. Perwakilan dari unit kerja di Kedeputian Bidang Dukungan Kerja

Kabinet (DKK), Inspektorat, Biro Umum, serta Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Setkab.

f. Jadual Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Run Down Acara).

No. Waktu Acara

1. 08.35 - 08.45 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
dan Mars Sekretariat Kabinet

2. 08.45 - 08.50 Pembacaan doa

3. 08.50 - 09.00 Laporan Kegiatan oleh Asisten Deputi Bidang
Humas dan Protokol

4. 09.00 - 09.10 Sambutan sekaligus Pembukaan Acara oleh
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

5. 09.20 - 13.00 Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik
terkait Optimalisasi Komunikasi Publik

Pemerintah melalui Siniar

6. 13.15 - 16.15 Dialog terkait Pelayanan Publik untuk
Merumuskan Strategi Komunikasi Pemerintah

melalui Siniar

7. 16.15 – 16.20 Penandatanganan Berita Acara
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Tahun 2020 oleh Asdep Humas dan Protokol
Setkab

9. 16.20 – 16.30 Foto Bersama (Screen Shot)

10. 16.30 Penutupan Acara oleh MC

2.2.2. Pelaksanaan.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

FKP dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 di Aston Sentul Lake

Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
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b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas dalam FKP adalah sebagai

berikut:

1) Potensi siniar sebagai komunikasi publik.
a) Siniar adalah new media yang tengah berkembang pesat dan

potensial sebagai sarana komunikasi publik.

b) Siniar makin diminati masyarakat Indonesia. Persentase

pengguna internet di Indonesia yang mendengarkan siniar dalam

seminggu mencapai ketiga tertinggi di dunia dan didominasi

kelompok umur 20-24 dan 15-19 tahun.

c) Audio lebih cepat diserap otak atau ingatan dibandingkan dengan

apa yang dilihat.

d) Siniar dapat diakses kapan dan di mana saja.

e) Format siniar yang bersifat storytelling dan dikemas secara ringan

dan santai serta menonjolkan sisi humanis memungkinkan

informasi yang disampaikan lebih dapat diterima berbagai

kalangan.

f) Prinsip yang harus diterapkan dalam siniar adalah ‘content is the

king, but context is the key’ yang artinya konten harus

disampaikan dengan konteks yang relevan dengan pendengar.

Pembuatan siniar harus berdasarkan kebutuhan pendengar

bukan penyelenggara sehingga manfaat yang dirasakan

pendengar menjadi sangat penting.

g) Hal yang perlu diperhatikan dalam berbagai tahapan siniar adalah

pembuatan gambaran besar atau content matrix; tahapan

praproduksi yang meliputi riset topik, penjadwalan (termasuk

konsistensi jadwal tayang, riset, perancangan konten, wawancara

dan produksi, penyuntingan, reviu, dan persetujuan layak tayang),

struktur konten, dan scripting; tahapan produksi yang terdiri dari

persiapan materi, penyampaian materi, dan perekaman; serta

tahapan pascaproduksi yang terdiri dari reviu hasil perekaman

dan penyuntingan, desain materi publikasi, promosi berkala,

pelibatan publik, dan monitoring dan evaluasi.
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2) Lanskap siniar dalam komunikasi publik pemerintah
a) Humas pemerintah harus menumpangi atau riding the waves

perkembangan pesat dan peningkatan peminat siniar yang terjadi

saat ini.

b) Siniar dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan

publik sekaligus meningkatkan keterlibatan publik. Kebutuhan

masyarakat akan informasi terkait kebijakan dan program

pemerintah bisa tersampaikan dengan baik sehingga pada

akhirnya dapat memperoleh dukungan positif dan memelihara

kepercayaan dari masyarakat.

c) Meski sudah terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang

memanfaatkan siniar namun siniar belum dipandang sebagai

sarana strategis komunikasi publik pemerintah. Padahal, audio

lebih cepat diserap oleh otak atau ingatan dibandingkan dengan

video.

3) Pemandu siniar adalah salah satu faktor kunci
a) Host adalah salah satu faktor kunci dalam sebuah siniar, untuk itu

sangat diperlukan untuk membangun persona dan kredibilitas

host terutama di episode-episode awal siniar.

b) Sebelum perekaman siniar, host harus menggali lebih dalam

mengenai figur narasumber termasuk kepribadian, pekerjaan,

capaian besar, pernyataan-pernyataan, hingga pendapat

masyarakat mengenai yang bersangkutan.

c) Host harus melakukan penjajakan terhadap narasumber untuk

mengetahui hal-hal yang menarik yang dapat disampaikan

narasumber kepada masyarakat.

d) Host harus mampu membuat narasumber merasa nyaman, antara

lain dengan mengirimkan daftar pertanyaan sebelum wawancara

hingga menjelaskan tentang program siniar yang diampu

termasuk target audiens, alokasi waktu, dan promosi.

16



4) Masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan Podkabs
untuk optimalisasi komunikasi publik Sekretariat Kabinet
a) Podkabs hadir pada momentum yang tepat yaitu di saat semakin

pesatnya perkembangan platform dan konten berbasis digital

audio dan semakin banyaknya peminat siniar di Indonesia.

b) Podkabs sudah berada di jalur yang benar atau ‘jalur yang asik’

dengan mengedepankan sisi humanis sosok di pemerintahan

dipadukan dengan penyampaian substansi.

c) Namun, masih terdapat sejumlah ruang untuk pengembangan

dan penyempurnaan, di antaranya kemampuan dan teknik

pemandu siniar atau host termasuk penyempurnaan bridging-in,

grafis, konsistensi, variasi narasumber dari berbagai kalangan

termasuk masyarakat, hingga perbaikan konsep dan kemasan

yang saat ini masing cenderung kaku dan ‘sangat pemerintah’.

d) Podkabs sebaiknya tidak lebih satu jam, 20-45 menit adalah

waktu yang ideal. Jika episode Podkabs cukup panjang dapat

dipertimbangkan untuk memecah menjadi beberapa tayangan

agar dapat mempertahankan audiens.

e) Satu episode Podkabs sebaiknya tidak hanya berhenti saat

penayangan episode yang bersangkutan tetapi juga dapat

diangkat kembali melalui konten highlight setelah tayang sehingga

dapat memancing kembali datangnya penonton atau pendengar.

f) Podkabs dapat menjadi rumah siniar pemerintah yang menjadi

jembatan komunikasi dan merajut informasi dari berbagai

kementerian/lembaga pemerintah.

g) Podkabs dapat digunakan untuk meningkatkan membangun dan

meningkatkan brand awareness Sekretariat Kabinet.

2.2.3. Pasca Pelaksanaan.

Penyelenggaraan FKP diakhiri dengan membuat janji perbaikan layanan

dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam laporan FKP ini.
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BAB III
PENUTUP

Dari hasil penyelengaraan FKP Asdep Humas dan Protokol Tahun 2022, telah

menghasilkan 5 (lima) poin rekomendasi penting sebagai janji perbaikan atas

layanan kehumasan pemerintah yang dibuat antara unit layanan bersama-sama

dengan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa

podcast dapat diarahkan menjadi sarana komunikasi publik pemerintah yang

strategis karena sangat berpotensi untuk diterima oleh berbagai kalangan

masyarakat. Untuk itu, brand awareness Podkabs dan Setkab harus terus

diperkuat.

2. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa

terdapat nilai dasar yang harus ditanamkan yakni bahwa siniar adalah tentang

pendengar sehingga informasi yang disampaikan melalui siniar harus relevan

dan bermanfaat bagi pendengar.

3. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa perlu

dilakukan pengelolaan saran dan masukan dari para narasumber dan peserta

FKP yang akan diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan

dan penyempurnaan Podkabs, terutama dari sisi peningkatan performa

pemandu siniar, penataan konsep yang lebih mengedepankan sisi humanis,

durasi, promosi, dan penyuntingan.

4. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat perlu

dilakukan survei yang lebih mendalam tentang performa Podkabs ke berbagai

kalangan, tidak hanya institusi pemerintah, agar diperoleh hasil yang lebih

komprehensif.

5. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat perlu

pelatihan lebih lanjut secara spesifik terhadap berbagai aspek siniar, seperti

pelatihan menjadi pemandu siniar, pelatihan penyuntingan, pelatihan pembuatan

skrip, dan lainnya.

18



LAMPIRAN

1. Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik.
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2. Notulensi.
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3. Foto-foto Kegiatan.
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4. Daftar Hadir.
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5. Tim Kerja Forum Konsultasi Publik.
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